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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  P.11/Menhut-II/2014 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  
disebutkan Pemerintah mendorong dan menciptakan 
kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan 
dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan 
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; 

b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
bidang kehutanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan Kehutanan Negeri; 
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Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) 
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7. Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105); 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 59/P Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang  Standar 
Kepala Sekolah/Madrasah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Republik 
Indonesia  Nomor 16 Tahun 2007 tentang  Standar 
Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor   24  
Tahun 2007  tentang  Standar Sarana Dan Prasarana 
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah   (SD/MI),  
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTS), Dan  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah 
Aliyah (SMA/MA); 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka 
Kreditnya; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan 
Angka Kreditnya 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum 2013; 
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18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-
II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah 
Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI. 

BAB I 
KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

4. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan 
Negeri. 

5. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya 
disebut SMK Kehutanan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang 
pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian 
Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kehutanan. 

6. Penyelenggara SMK Kehutanan Negeri adalah Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian 
Kehutanan. 

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 
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8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

9. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menegah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki 
oleh Pegawai Negeri Sipil. 

10. Dewan Pendidik adalah kelompok pejabat fungsional guru yang 
anggotanya ditetapkan oleh kepala sekolah. 

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

12. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 
diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. 

13. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 
diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah. 

14. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas 
utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 
jabatannya. 

15. Pengembangan Profesi Keguruan adalah pengembangan profesi guru 
yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, 
penelitian, publikasi ilmiah dan karya inovatif. 

16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang 
guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 

17. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.  

18. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau 
penyelesaian dari suatu pendidikan. 

19. Program Keahlian Kehutanan adalah kesatuan rencana belajar yang 
dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan keahlian 
kehutanan sesuai  struktur  kurikulum. 

20. Paket Keahlian adalah kesatuan rencana belajar yang dijadikan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pendidikan konsentrasi keahlian kehutanan 
sesuai dengan struktur kurikulum. 
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